SALINAN i

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2011 NOMOR 21

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2005 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : 'a. . bahwa WKabupaten Hulu Sungai Utara memerlukan
Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang sebagai
pedoman dalam menentukan arah dan prioritas
pembangunan secara menyeluruh yang akan
dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan
masyarakat adil, makmur, dan sejahtera
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025,



Mengingat

1.

2

maka untuk mematuhi ketentuan sebagaimana
diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang
tersebut, perlu menyusun Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2005-2025;

bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah'ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan:Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Utara.Tahun 2005-2025;

Undang-Undang. Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt.Tahun 1953
Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik ' Indonesia Nomor 2756) Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik‘Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun. 2004 tentang
Pembendaharaan . Negara . (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan. Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara _(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun:+2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem . Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
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tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia'Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025  (Lembaran Negara Republik
Indonesia . Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 4700);

Peraturan' Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000
tentang Tata, Cara Pertanggungjawaban Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4027);

Peraturan.Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban WKeuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyeleng-
garaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2006 tentang lJenis dan Bentuk. Produk Hukum
Daerah;

Peraturan Menteri’ Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah;

Peraturan.:Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor
17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2005-2025;
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21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan
BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA . PANJANG DAERAH - (RPJPD) KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA TAHUN 2005-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan
pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung
sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disingkat dengan
RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung
sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya
disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan
Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya
disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari
visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP
Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja. Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 1 (satu) tahun.

Visi adalah perumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.

Misi "adalah  rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.

Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
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BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyusunan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 - 2025
adalah dimaksudkan untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh
unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, serta segenap
stakeholder pembangunan di daerah untuk mewujudkan cita-cita dan
keinginan bersama sesuai dengan visi, misi_dan tujuan. daerah dalam
kurun waktu sampai tahun 2025 yang akan datang.

(2) Tujuan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai;Utara adalah:

a. tersedianya dokumen rencana pembangunan jangka panjang
Kabupaten Hulu Sungai’Utara berjangka waktu 20 tahun yang
didasarkan atas kondisi riil daerah serta proyeksi 20 tahun ke depan
melalui tahapan-tahapan jangka menengah;

b. menjadi pedoman bagi segenap pelaksana pembangunan di daerah
baik eksekutif maupun legislatif dalam menetapkan berbagai
kebijakan pembangunan di. daerah yang sinergis dan menjamin
adanya, kesinambungan antar tahapan pembangunan walaupun
secara politis terjadi pergantian pimpinan daerah;

¢. mendorong partisipasi antar pelaku pembangunan untuk dapat lebih
berperan nyata dalam ikut melaksanakan pembangunan di
Kabupaten Hulu Sungai Utara;

d. mewujudkan kehidupan yang demokratis, toleran, transparan,
partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi
manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat
daerah yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan
sejahtera.
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BAB Il
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Pasal 3

(1) Program Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu.Sungai Utara periode
2005 - 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Kabupaten Hulu
Sungai Utara.

(2) Rincian dari Program Pembangunan Daerah sebagaimana-dimaksud
pada ayat (1) sebagaimana tercantum . dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 mengacu kepada
RPJP Provinsi dan RPJP Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan
dibentuknya pemerintahan Negara . Indonesia yang tercantum dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoonesia Tahun
1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut. melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dalam bentuk visi, misi
dan arah pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 5

Berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-
2025 pada setiap tahap 5 (lima) tahunan, sejalan dengan pergantian
Bupati dan Wakil Bupati akan disusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara.
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Pasal 6

RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berisi :

Bab I. Pendahuluan
Bab Il. Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab lll.  Analisis Isu-lsu Strategis

Bab IV. Visi dan Misi Daerah
Bab V. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Bab VI. Kaidah Pelaksanaan

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi atas
pelaksanaan RPJPD.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana
dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara.
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Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 23 Juni 2011

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP
TID

H.M. AUNUL HADI
Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 23 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP
TID
H.RISNADY BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2011 NOMOR 21.

== SALINAN SESUAI ASLINYA
SIS TAKEPALA BAGIAN HUKUM,

_AMBERANI, S.H.,M.H.
SN _PEMBINA TINGKAT |

NIP. 19700421 199603 1006
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2005 - 2025

UMUM

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan. Pembangunan Nasional, Rencana
Pembangunan Jangka Panjang:Daerah disusun sebagai penjabaran
dari visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada
RPJP Nasional. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner
dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi
keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah
dan tahunan daerah.

Pembangunan daerah adalah rangkaian upaya pembangunan
yang berkesinambungan. yang meliputi seluruh aspek kehidupan
masyarakat daerah untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan
daerah dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025
merupakan . kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk
mencapai tujuan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Visi
Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk itu dalam 20 (dua puluh) tahun
mendatang, sangat penting dan mendesak bagi Kabupaten Hulu
Sungai Utara untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-
langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber
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daya manusia, budaya, lingkungan hidup, infrastruktur dan
kelembagaan sehingga kehidupan masyarakat Hulu Sungai Utara bisa
lebih sejahtera.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang .Daerah sangat
diperlukan, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang
mengamanatkan penyusunan RPJPD yang menganut arahan secara
garis besar. Kurun waktu RPJPD adalah 20 (dua puluh) tahun.
Pelaksanaan RPJPD Daerah 2005 - 2025 terbagi dalam tahap-tahap
perencanaan pembangunan dalam  periodisasi perencanaan
pembangunan jangka menengah daerah.

RPJPD digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD.
Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-
masing periode RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program kepala
daerah yang terpilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD memuat arah
kebijakan pengelolaan keuangan daerah, strategi pembangunan
daerah, kebijakan umum dan. program Satuan Kerja Perangkat
Daerah, lintas® Satuan MKerja Perangkat Daerah dan program
kewilayahan.

RPJMD sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana
pembangunan .tahunan daerah, yang memuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas
Pasal 2 Cukup Jelas
Pasal 3 Cukup Jelas
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Pasal 4 Cukup Jelas
Pasal 5 Cukup Jelas
Pasal 6 Cukup Jelas
Pasal 7

Ayat (1)

Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJPD dilakukan
oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas
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